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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas,maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 

Kedudukan sumi dan isteri dalam adat Marapu pada hakekatnya adalah 

sama. Hal ini nampak dalam ; 

Pertama, dalam pemahaman Marapu bahwa identitas Marapu adalah laki - 

laki dan perempuan. Kedua, simbol tungku yang dikenal Tri Murti. Tiga 

tungku adalah simbol keluarga yakni; Suami,Isteri dan Anak. Jadi ketiganya 

memiliki kedudukan yang sama. Ketiga, pembagian tugas kerja.Tugas 

seorang isteri adalah melasanakan pekerjaan di dalam rumah dan suami 

bertanggungjawab pada tugas diluar rumah.
1
Pentingnya pembagian kerja 

bertujuan untuk menjaga agar kedudukan masing - masing tetap dijaga. 

Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan seorang isteri sama dengan suami. 

Namun kenyataan yang terjadi ditemukan dalam perkawinan 

poligami adat Marapu di Hamba Praing, bahwa poligami dan kedudukan 

isteri dalam masyarakat adat Marapu di Hamba Praing sudah tidak sesuai 

lagi dengan aturan sebagaimana yang diatur oleh Marapu. Faktor penyebab 

terjadinya pelanggaran dan penyelewengan terhadap tugas dan 

tanggungjawab adalah alasan poligami. Alasan poligami agarsupaya 
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adatenaga kerja. Mengakibatkan suami membebankan tugasnya pada para 

isteri. Dampak dari poligami dan menjadikan isteri sebagai tenga kerja  

mempengaruhi kedudukan suami - isteri menjadi tidak seimbang. Terlebih 

mempengaruhi kedudukan isteri. Isteri bukanlah tenaga kerja dalam 

perkawinan poligami. Isteri dijunjung tinggi sebagai pasangan hidup 

sebagaimana dalam aaturan Marapu . 

5.2. Saran 

Berdasarkan kenyataan diatas hendaknya aturan poligami yang telah 

diamanatkan oleh Marapu harus dipertahankan kembali demi terwujudnya 

perkawinan yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan sebagai sumber hukum 

bagi penganut Marapu. Poligami menjadi pintu utama terjadinya 

penyelewengan tugas dan tangungjawab suami yang mengakibatkan terjadi 

pergeseran kedudukan isteri yang tidak seimbang dengan kedudukan suami 

dalam perkawinan poligami. Melihat kondisi ini maka, peran Tokoh adat, 

Kepala Suku selaku lembaga adat perkawinan perlu mengadakan evaluasi 

dan musyawarah kembali terhadap aturan perkawinan poligami dan 

kedudukan isteri. Dengan adanya musyawarah masyarakat kembali 

berpegang pada aturan yang ada. Kedua, hendaknya lembaga adat lebih 

terbuka dan mengambil sikap dalam menangani fenomena ini agar para istri 

yang mengalami tindakan yang merugikan keberadaan/kedudukannya 

mendapat perlindungan. Hal ini juga agar tidak terjadi diskrimanasi dan 

kekerasan baik secara verbal dan non verbal. Ketiga, bagi keluarga yang 

berpoligami khususnya isteri pertama untuk terbuka menyampaikan 
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persoalan yang dialami kepada tokoh adat yang bertanggungjwab untuk 

menindaklanjuti kasus yang dialami oleh isteri pertama jika suami memaksa 

untuk berpoligami. 
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